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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya dengan diiringi alunan suara burung-

burung dan ombak alamku Papua, pujian Syukur, suka dan duka, sedih, jatuh 

dan terbangun bahkan melelahkan hampir-hampir kepada keputusasaan, 

saya melewati semua itu hanya dengan senandung do´a “Syukur bagi-Mu 

Tuhan” (3x...), sehingga tulisan ini akhirnya menjadi buku dengan judul 

“Perluasan Lapangan Kerja (Analisis Perluasan Lapangan Kerja di Papua)”. 
Tulisan ini adalah mutan pengembangan dari disertasi yang merupakan salah 

satu satu persyaratan untuk menempuh Gelar Doktor di Bidang kajian Ilmu 

Sosiologi pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih 

Jayapura-Papua.  

Buku ini diharapkan dapat menjadi model penguatan modal sosial dalam 

kerangka perluasan lapangan kerja dan permasalahan sosial ketenagakerjaan. 

Satu hal yang mendorong penulis melakukan kajian buku ini, yakni ingin 

memberikan sumbangan pemikiran tentang pemahaman modal sosial dan 

modal lainnya sebagai sumber daya, aktual atau virtual (tersirat), yang 

dioptimalkan sebagai pendekatan kepada semua pemangku kepentingan 

dalam upaya mengoptimalkan kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, 

maupun jaringan dalam proses aspirasi perluasan lapangan kerja baik di 

sektor formal maupun sektor informal bagi Orang Asli Papua dalam tindakan 

afirmatif, karena sebelum penulis memulai meneliti, penolakan terhadap 

pemahaman kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

maupun Papua Barat yang sejak Papua menjadi wilayah Republik Indonesia 

tahun 1962 sampai tahun 2001. Selama jangka waktu itu, Papua hanya 

menjadi lahan eksploitasi kekayaan sumber daya alam oleh negara. 

Sementara rakyatnya dibiarkan tetap hidup merana. Hal ini menandakan 

puncak dari kekecewaan rakyat Papua meminta berpisah dengan negara 

kesatuan Republik Indonesia. Maka Otonomi Khusus diberikan sebagai 

alternatif mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di Papua. 

Pengkajian atau analisis di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat 

membuktikan bahwa adanya pemahaman ketidakadilan maupun stigma yang 

dialami puluhan tahun oleh Orang asli Papua yang ada. Hal ini terjadi sebelum 

diberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001, dimana 

telah terjadi pertentangan atau persaingan antara migran/pendatang dengan 
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Orang Asli Papua yang ada, baik pedagang kecil maupun sektor industri yang 

sering dikorbankan demi pembangunan ketenagakerjaan. 

Selama ini, proses perluasan lapangan kerja maupun kesempatan kerja 

hanya melibatkan Individu, kelompok atau komunitas tertentu seperti ikatan 

Toraja, Jawa, Batak, Bugis Makasar dan suku-suku lain yang tinggal di Tanah 

Papua dan bahkan dari luar Papua. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat 

menyakitkan perasaan orang Papua. Karena hal ini juga akan membuat Orang 

Asli Papua  yang ada sendiri tidak percaya diri, saling curiga-mencurigai 

sesama Orang Asli Papua yang ada, serta menimbulkan konflik dengan orang-

orang yang memposisikan dirinya sebagai migran atau pendatang. 

Dari segi pemahaman modal sosial yang dikonversikan dengan modal 

lainnya, merupakan sumber daya yang diintegrasikan sebagai pengetahuan 

paradigma konstruktivisme yang saling terhubung dan bermakna ke dalam 

model strukturisasi perluasan lapangan kerja baik di sektor informal maupun 

sektor formal. Hal ini merupakan kolaborasi simbol dan strategi yang spesifik 

dalam mempengaruhi tindakan/interaksi bagi Pelaksana Kebijakan 

(Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, TNI/Polri dan Swasta), untuk 

berkoordinasi dengan Pembuat Kebijakan (DPR Kabupaten/Kota/Provinsi) 

maupun Representasi Kultur Penentu (MRP/LMA). 

Memahami dan memaknai proses strukturisasi model penguatan modal 

sosial menurut Wanggai ini, sesungguhnya merupakan properti spesifik dari 

sebuah fenomena sosial yang merupakan jembatan/perantara bagi Pelaksana 

Kebijakan dengan Representasi Kultur Penentu maupun Pembuat Kebijakan 

dalam tindakan/interaksi afirmatif sebagai wujud kebijakan dalam proses 

perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua  yang ada, yang selama ini 

masih adanya sikap saling tidak percaya antar sesama Orang Asli Papua yang 

ada maupun dengan orang pendatang atau orang yang memposisikan diri 

sebagai migran/pendatang. Oleh karena itu upaya mempertahankan dan 

melestarikan kearifan tersebut dari generasi ke generasi hingga saat ini 

sebagian besar masih berlangsung secara verbal. 

Pelajaran yang dapat dipetik dari kajian ini adalah sebagai berikut: satu, 

Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat maupun Lembaga 

Masyarakat Adat sebagai representasi kultur penentu tidak bisa diabaikan 

keberadaannya, maka harus tetap dihargai sebagai lembaga regulatif, 

normatif, dan kultural-kognitif dalam relasi sosial untuk memperjuangkan 

hak-hak dasar Orang Asli Papua yang ada, tentu tidak ada alasan bagi kita 

untuk mengabaikan pekerjaan ini karena sesuai dengan amanat Undang-

Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maupun Papua Barat 

(UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 64 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua), Pasal 20; 
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Pasal 21 dan Pasal 36 secara tegas telah mengamanatkan kepada MRP/MRPB, 

yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran, pertimbangan dan 

persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang diimplikasikan 

dalam bentuk program maupun kegiatan pembangunan oleh pemerintah 

maupun Pemerintah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dengan 

pihak ketiga yang berlaku di wilayah Tanah Papua; dua, pandangan dan 

interpretasi serta pemaknaan perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua 

yang ada, tidak terbatas hanya pada pemberian uang serta pembangunan 

infrastruktur semata tetapi perlu di bangun proses strukturisasi Model 

Penguatan Modal Sosial Wanggai (MPMSW), sebagai strategi dan tindakan 

kepercayaan sosial (social trust) maupun norma dan nilai-nilai budaya 

setempat. Sementara itu fakta di lapangan selama ini menunjukkan kepada 

kita bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul di kalangan 

masyarakat Papua, khususnya konflik antar Orang Asli Papua yang ada 

dengan Orang Asli Papua yang ada dan antar komunitas maupun orang yang 

memposisikan diri migran atau pendatang telah terbukti lebih tepat 

menggunakan model penguatan modal sosial sebagai strategi atau alternatif 

untuk berkolaborasi antara pelaksana kebijakan, representasi kultur penentu 

maupun pembuat kebijakan; dan tiga, setiap pelaksana maupun pembuatan 

kebijakan dalam merencanakan strategi program pembangunan infrastruktur 

manusia, dari segi perluasan lapangan kerja baik di sektor formal maupun 

sektor informal bagi Orang Asli Papua yang ada. Hal ini perlu berkolaborasi 

dengan Representasi Kultur Penentu (MRP/MRPB ataupun LMA), sebagai 

implikasi penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

dan Papua Barat (UU. No. 21 Tahun 2001) Pasal 62 ayat 2 secara tegas telah 

mengamanatkan kepada Pelaksana Kebijakan (Pemerintah Kabupaten/Kota/ 

Provinsi, TNI/Polri dan Swasta), sebagai penyelenggara negara dengan 

mengutamakan Orang Asli Papua yang ada, untuk berhak memperoleh 

pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua maupun 

Papua Barat berdasarkan pendidikan dan keahliannya. 

Perkenankanlah saya mengucapkan hormat dan terima kasih yang tulus 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan 

arahan yang sangat berarti, sehingga penulisan ini berhasil diselesaikan. 

Ucapan terima kasih saya kepada Tim Promotor maupun Co-Promotor 

dengan penuh ketulusan dan kasih, kami menyebut Maha Guru dan Maha 

Terpelajar, Prof. Dr. Dra. Onnie M. Lumintang, M.Hum; Prof. Dr. Drs. 

Agustinus Fatem, MT; Dr. Nomensen St. Mambraku, yang selalu memberikan 

saran maupun petunjuk, hingga penulisan ini berhasil diselesaikan. 

Rasa terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan berupa koreksi dan usulan/saran, kami menyebut 
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mengarahkan penulis hingga sampai selesai penulisan. 
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PENGANTAR MODAL SOSIAL  

UNTUK PERLUASAN LAPANGAN KERJA 

 
A. PENGENALAN MODAL SOSIAL DALAM PERLUASAN LAPANGAN 

KERJA  

Otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan 

sebuah kebijakan politik bangsa Indonesia kepada bangsa Papua, disaat 

Orang Asli Papua menyampaikan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri 

atau ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka 

solusi yang diambil adalah otonomi khusus pada tahun 2001. Sepanjang 

otonomi khusus berjalan selama 5 (lima) tahun, maka ada evaluasi yang 

diprakarsai oleh Pemerintah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) antara lain 

bidang ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 pasal 62 ayat (2), sebagai hasil evaluasi 5 (lima) tahun yaitu 2002-

2006, dalam perspektif ketenagakerjaan bahwa pemerataan program dan 

kegiatan antar wilayah perkotaan dan kampung, tampaknya belum memadai. 

Terbukti dari banyak program ketenagakerjaan yang difokuskan di perkotaan 

atau perusahaan-perusahaan berskala menengah. Sebagian besar penerima 

manfaat program ini adalah masyarakat asli Papua. Terutama sekali dalam hal 

pembinaan keterampilan berusaha. Sementara program lainnya yang 

ditunjukkan pada peningkatan kapasitas perusahaan lebih banyak dinikmati 

oleh masyarakat non Papua Bappeda dan Uncen (2010:24). Jika dilihat dari 

perspektif positif diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan 

Papua Barat. Kenyataan dari tahun ke tahun Badan Pusat statistik 

menyatakan jumlah penduduk terbanyak selama ini di Provinsi Papua Barat 

terdapat pada Kota Sorong dengan 255.588 jiwa di tahun 2015, sedangkan 

penduduk tersedikit adalah di Kabupaten Tambrauw dengan 13.615 jiwa, 
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TEORI DAN KONSEP MODAL SOSIAL DALAM 

KERANGKA PERLUASAN LAPANGAN KERJA 

 
A. KONSEP MODAL SOSIAL MAUPUN MODAL LAINNYA 

Banyaknya perdebatan tentang modal sosial sebagai alat kebijakan, 

masih berlangsung sampai sekarang dan belum terdapat kata sepakat 

tentang fenomena sosial tersebut. Fakta menunjukkan bahwa modal sosial 

membawa konsekuensi yang terlepas dari faktor struktural yang berarti 

bahwa, prinsipnya wawasan dalam perdebatan tentang modal sosial harus 

dapat diterapkan (Field, 2010). 

Modal sosial ditetapkan berdasarkan fungsinya. Modal sosial bukan 

entitas tunggal tetapi bermacam-macam entitas berbeda yang memiliki dua 

karakteristik umum. Hal ini terdiri atas beberapa aspek struktur sosial, dan 

beberapa tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut. 

Seperti bentuk modal lainnya, modal yang bersifat produktif, memungkinkan 

pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. 

Seperti modal fisik dan modal manusia, modal melekat pada struktur relasi di 

antara orang dan di kalangan orang. Letak modal sosial bukan pada individu 

ataupun alat produksi fisik (Coleman 1994). 

Modal sosial pertama kali dikemukakan oleh Bourdieu yang sering 

digunakan acuan oleh tokoh-tokoh lain dalam mendefinisikan modal 

sosial.  Menurut Bourdieu (1992), modal sosial adalah jumlah sumber-sumber 

daya, aktual atau virtual (tersirat) yang berkembang pada seorang individu 

atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan 

yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang 

telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik 

perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalkan.  
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MODAL SOSIAL DAN MODAL LAIN 

 
A. KONSEP SOSIAL 

Menurut Lawang (2004), ada beberapa konsep tambahan yang perlu 

dimasukkan ke dalam pembahasan sosiologik tentang kapital sosial. Konsep-

konsep itu merupakan alat analisis untuk melihat kapital sosial itu dalam 

wujud pelaksanaannya yang mempunyai fungsi terhadap kegiatan ekonomi 

atau kegiatan usaha non ekonomi. Kedua konsep itu adalah interaksi sosial 

dan sikap. 

1. Interaksi Sosial 

Lawang (2004) berpendapat bahwa seorang yang belajar sosiologi tidak 

mungkin lepas dari konsep ini, merupakan alasan yang mudah dimengerti. 

Dalam modal sosial, konsep ini juga penting, karena kapital sosial selalu 

dilihat dalam hubungannya dengan kegiatan bersama, kelompok atau 

jaringan, dimana interaksi sosial merupakan media paling utama. Sebelum 

konsep interaksi itu dijelaskan, perlu memperoleh pemahaman mengenai 

konsep tindakan (action) yang lebih banyak menyangkut kegiatan individu, 

tanpa harus menghubungkannya dengan orang lain. 

 

2. Tindakan Sosial 

Lawang (2004) menyatakan bahwa tindakan (sosial) yang diambil 

seseorang merupakan hasil dari keputusan pribadinya untuk melakukan 

sesuatu. Keputusan untuk bertindak biasanya diambil dengan pertimbangan 

makna atau nilai yang ada pada seseorang, Lawang mendukung Max Weber 

perlu dipandu oleh norma, nilai, ide-ide di satu pihak dan kondisi situasional 

di lain pihak, dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan 

cara-cara yang menurut pertimbangan subjektif efektif dan efisien (Parson, 

1935). Jadi, tindakan sosial itu ada strukturnya. Struktur tindakan dalam 
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RELASI KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DAN 

KERAGAMAN TINDAKAN AFIRMATIF 

 
A. RELASI MODAL SOSIAL DENGAN MODAL LAINNYA 
1. Relasi Modal Sosial sebagai Modal ekonomi 

Damsar (Damsar 2009) berpendapat bahwa hubungan antara masyarakat, 

yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dengan ekonomi. 

Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat 

mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi 

mempengaruhi masyarakat.  

Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas, maka sosiologi 

ekonomi mengkaji masyarakat, yang dalamnya terdapat proses dan pola 

interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari 

sisi saling pengaruh-mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-

objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti 

apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan dimana 

memproduksinya. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk 

di dalamnya hukum dan agama. Dalam aspek agama Kristen, masyarakat-

masyarakat Wegee dianggap sebagai suatu persekutuan iman. Para pengikut 

persekutuan ini menolak untuk mengambil bagian dalam pesta babi Yuwo, 

suatu upacara paling penting dalam kebudayaan Ekagi. Mereka juga menolak 

dengan keras pemakian uang tradisional yang terdiri dari kerang, suatu unsur 

yang penting sekali dalam sistem ekonomi dan struktur sosial Ekagi. Menurut 

anggapan uang ini merupakan sumber perselisihan dan merupakan juga 

halangan untuk memperoleh hidup yang kekal (Mote1976;Pospisil 1978: 110-

112).  
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PANDANGAN PEMBERDAYAAN  

MAUPUN KEBERPIHAKAN 

 
A. PEMBERDAYAAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA 

Pemberdayaan perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun sektor 

informal yang di pandang strategi alternatif pemecahan masalah 

keterbatasan perluasan lapangan kerja. Sektor informal berfungsi sebagai 

katup pengaman yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya 

pencari kerja, baik dalam kota maupun orang-orang yang memposisikan diri 

sebagai migran atau pendatang, yang merupakan fenomena atau gejala sosial 

bagi Pemerintah Indonesia dalam pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan 

Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua, bertujuan untuk mengimbangi 

kelebihan-kelebihan yang dianggap sudah dimiliki oleh suku-suku bukan 

Orang Asli Papua lain, yang sudah diuntungkan oleh sistem. Hakikat dari 

pelaksanaan kebijakan perlakuan Otonomi Khusus pada prinsipnya didasari 

atas berbagai persoalan ketimbangan yang dialami oleh suatu komunitas 

masyarakat minoritas, guna adanya pemberdayaan dan keberpihakan demi 

tercapainya pemerataan dan keadilan dan pandangan Orang Asli Papua yang 

ada, dalam implikasi penerapan Otonomi Khusus.  

 
Gambar 5.1 Peneliti Bersama Ketua MRPB Max Hahoren. 
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KONTRUKSI MODEL MODAL SOSIAL  

UNTUK PERLUASAN LAPANGAN KERJA  

BAGI ORANG ASLI PAPUA 

 
A. KONSTRUKSI MODEL ELEMEN MODAL SOSIAL DALAM KERANGKA 

PERLUASAN LAPANGAN KERJA 

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelum ini, maka strukturisasi model 

penguatan modal sosial Wanggai (MPMSW) dalam kerangka perluasan 

lapangan kerja bagi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Manokwari (lihat 

Gambar 6.1). Secara umum dan luas, untuk memahami modal sosial yang 

dikonversikan ke dalam modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik 

sebagai makna dari hakikat elemen kepercayaan, jaringan, norma atau nilai 

dalam kerangka tindakan/interaksi perlindungan hak-hak dasar bagi Orang 

Asli Papua yang ada oleh pelaksana kebijakan representasi kultur penentu 

maupun pembuat kebijakan sebagai kelembagaan, yang berisi sekelompok 

orang atau individu dalam kelompok yang bekerja sama dengan pembagian 

tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Hal ini 

representasi kultur penentu diberikan tugas dan kewenangan berdasarkan 

Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 20. Selanjutnya Representasi Kultur 

Penentu, perlu diatur secara proporsional dalam proses perluasan lapangan 

kerja di sektor formal maupun sektor informal sebagai jembatan/perantara 

dalam harapan afirmatif dari sisi keberpihakan serta pemberdayaan bagi 

Orang Asli Papua yang ada. 
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KONSTRUKSI MODAL SOSIAL  

SEBAGAI PENGUATAN MODAL LAINNYA 

 
A. KONSTRUKSI MODAL SOSIAL SEBAGAI PENGUATAN MODAL 

EKONOMI 

Pengkajian atau analisis Putnan (2000) memperlihatkan bahwa modal 

sosial sebagai perilaku mencari kerja para migran dan pekerja muda selama 

tahun 1970-an tidak banyak membawa dampak pada debat yang lebih luas 

tentang modal manusia di kalangan para ekonomi yang kebanyakan 

cenderung melihat kualifikasi dan sekolah sebagai sumber bagi dapat 

dipekerjakannya yang bersangkutan. Namun tidak terlalu mengejutkan 

bahwa keluarga, yang didukung oleh hubungan lain yang berbasis 

kekerabatan, memainkan peran penting dalam pencarian kerja. Pengkajian 

atau analisis Granovetter, menekankan nilai dari apa yang disebutnya dengan 

ikatan lemah, memberikan akses kepada pencari kerja pada informasi yang 

lebih banyak tentang berbagai kesempatan yang lebih beragam (Granovetter, 

1973). Namun, hal ini harus diperbandingkan dengan upaya yang lebih keras 

yang akan dilakukan oleh kenalan dekat untuk mencari pekerjaan bagi orang 

tersebut. Lebih dari setengah sampel Korpi tidak mendekati teman ataupun 

kenalan ketika menganggur, mereka yang melakukannya hampir hanya selalu 

melakukan pendekatan terhadap kenalan dekat (Korpi, 2001). Ia 

menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang jelas tentang perbedaan hasil 

antara mereka yang menggunakan ikatan kuat dengan yang menggunakan 

ikatan lemah (Korpi, 2001:167). Yang lebih penting, modal sosial yang 

mengikat terlihat sama efektifnya dengan modal sosial yang menjembatani. 

Pengkajian atau analisis Bourdieu, yang dinilainya mengabaikan hambatan 

struktural dalam interaksi sehari-hari. Bourdieu dalam melihat posisi aktor 
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ANALISIS KORELASI DAN  

REGRESI SEDERHANA 

 
A. REKONSTRUKSI MODAL SOSIAL SEBAGAI SARANA JEMBATAN 

AFIRMATIF 

Modal sosial itu pula dasarnya adalah salah satu sarana jembatan 

afirmatif dalam tindakan serta interaksi sebagai relasi sosial antara 

representasi kultur penentu dengan pembuat kebijakan yang dilaksanakan 

oleh agen-agen pelaksana seperti, Pemerintah, TNI/Polri dan Swasta sebagai 

penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 62 ayat (2), bagi Provinsi 

Papua dan Papua Barat. Namun prinsip sinergi tetap berlaku agar modal 

sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial mencapai tujuan bersama, 

ada dua parameter modal sosial sebagai tindakan afirmatif dalam penguatan 

perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun sektor informal bagi Orang 

Asli Papua yang ada di Kabupaten Manokwari yaitu:  

 

1. Aspek Pemberdayaan 

Aspek pemberdayaan mengandung nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai 

instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada daratan individual dan 

kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial 

maupun kesempatan kerja. Hasil dalam Pengkajian atau analisis ini, 

berdasarkan D.Ronsumbre bahwa saat itu ada program pelatihan 

kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi yang bekerja 

sama dengan pemerintah Kabupaten, setelah selesai pelatihan disampaikan 

kepada peserta, untuk membuat proposal bantuan, karena menurut informan 

peralatan produksinya sudah rusak alias tidak dapat dipakai lagi. Hal ini 

mengakibatkan produksi Abon ikan mengalami kerugian dan pelanggannya 
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REKONSTRUKSI ANALISIS  

PENGUATAN MODAL SOSIAL  

SEBAGAI RELASI MODAL LAINNYA 

 
A. REKONSTRUKSI PENGUATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI RELASI 

MODAL LAINNYA 

Bourdieu, (dalam Suyanto 2013:249) mengatakan bahwa modal 

mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolis dan memiliki 

signifikansi secara kultural. Arti modal di sini bukanlah modal sebagai mana 

dipahami dalam disiplin ilmu ekonomi. Bentuk dan wujud modal bisa 

beragam, pada ranah yang menentukannya. Artinya, sesuatu yang dihargai 

dan telah menjadi modal, maka tidak otomatis menjadi modal atau sesuatu 

yang berharga di ranah lainnya. Selanjutnya untuk mewujudkan relasi sosial 

tersebut, ada tiga parameter modal lainnya yang dapat digunakan dalam 

menganalisis hasil Pengkajian atau analisis dari upaya mewujudkan proses 

perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten 

Manokwari, yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik.  

 

1. Modal Sosial Sebagai Relasi Modal Ekonomi 

Field (2003:81) mengemukakan bahwa ekonomi bukan sesuatu yang 

asing bagi gagasan bahwa mungkin saja terdapat perbedaan tipe modal. 

Terpenting bagi tujuan analisis, bahkan para ekonom tertarik pada konsep 

modal manusia sejak awal tahun 1960-an. Selanjutnya Field menyampaikan 

juga bahwa cara untuk menunjukkan kontribusi tenaga kerja bagi kinerja 

dalam perusahaan. Hal ini Schultz menyatakan bahwa nilai potensial 

kontribusi tenaga kerja bisa meningkat, karena investasi yang tepat, karena 
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SARAN PANDANG 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Pengkajian atau analisis ini adalah:  

1. Peran elemen-elemen modal sosial, yang dikonstruksikan ke dalam 

kepercayaan, jaringan, norma atau nilai belum sepenuhnya dipahami 

maupun dimaknai sebagai relasi sosial dalam penguatan sumber daya 

oleh kelompok atau individu, seperti Pembuat Kebijakan, Representasi 

Kultur Penentu maupun Pelaksana Kebijakan sebagai proses tindakan 

afirmatif bagi Orang Asli Papua yang ada dalam kerangka perluasan 

lapangan kerja baik di sektor informal maupun sektor formal. Hal ini, 

nampak dari hasil Pengkajian atau analisis, (1) adanya ketidakseimbangan 

pengetahuan dan pemahaman makna kepercayaan; (2) orang asli Papua 

yang ada saling tidak adanya kepercayaan, saling curigai satu sama yang 

lain, rasa minder; (3) rasa ketidakadilan; (4) pihak pemerintah dalam 

pemberdayaan tidak ada tindak lanjut. 

2. Alasan Orang Asli Papua yang ada lebih memilih bekerja di sektor formal 

ketimbang di sektor informal, karena memahami dan memaknai bekerja 

di sektor formal dapat memberikan jaminan masa depan (terutama 

pendapatan/gaji tiap bulan dan memperoleh pensiun), dan juga dalam 

sistem yang pasti memberikan jaminan masa depan. Hal lain nampak dari 

hasil Pengkajian atau analisis ini adalah bekerja di sektor formal, apakah 

dalam bekerja diperlakukan adil atau tidak. Disamping itu, alasan Orang 

Asli Papua yang ada memahami maupun memaknai pekerjaan di sektor 

informal sebagai usaha yang bersifat konsumtif dan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Hal ini disebabkan 

karena belum adanya rencana pengembangan strategi sektor informal 

kearah usaha komersial, oleh sebab budaya orang Melanesia, dalam 
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